
I SALINAN I

BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR 62 TAHUN2021
TENTANG

PERUBAHANKELIMAATASPERATURANBUPATINOMOR23 TAHUN2015
TENTANGALOKASIDANADESADI KABUPATENMAJALENGKA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. babwa sehubungan adanya perubaban mekanisme
penyaluran Alokasi Dana Desa dan untuk
meningkatkan efektifitas penyaluran dan optimalisasi
penggunaan Alokasi Dana Desa terkait dengan iuran
jaminan kesehatan, maka beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tabun 2015
tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka
sebagaimana telab beberapa kali diubab terakhir
dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10
Tabun 2021 ten tang Perubaban Keempat Atas
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tabun 2015
Tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka,
perlu dilakukan penyesuaian;

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk adanya kepastian
hukum dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Majalengka
Nomor 23 Tabun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Majalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950 tentang
Pembentukan Daerab-Daerab Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 1950) sebagaimana telab
diubab dengan Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tabun 1950 ten tang Pembentukan
Daerab-Daerab Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1968 Nomor 31, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah 3
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2019 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor
14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12Tahun 2019
ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG
PERUBAHANKEUMA ATAS PERATURANBUPATI
NOMOR 23 TAHUN2015 TENTANGALOKASIDANA
DESADI KABUPATENMAJALENGKA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun
2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa
kali diubah dengan :
a. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentangAlokasi
Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2017 Nomor 18);

b. Peraturan Bupati 4
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b. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2018 Nomor 9);

c. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
KetigaAtas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 11);

d. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015
tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 11);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal1 disisipkan 5 yakni angka 18, angka 19, angka 20, angka
21 dan angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3b. Pejabat Pengelola Keuangan Dearah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

4. Camat adalah camat di Kabupaten Majalengka.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berkewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

7. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa 5
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9. Kepala Desa a(:lala.lj)p,~j~3f'!;t.peIIl~rntah" desa yang mempunyai
wewenang, tugas ke"o/aj!l.5an,..Blj.t:ukl-genyelenggargkanrumah tangga
desanya dan melaksa.n'iik~ ;tugas dan. Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

10. Perangkat Desa, adalah s~1cretaris'desa, pelaksana teknis lapangan
dan pelaksana kewilayahan.

11. Badan Permusyaw¥a,Ul.11Pe~a:ya,ng selanjutnya disingkat BPD
adalfililembaga.myl~~#~~if~p.gsip~rp~rintahan yang,anggotanya
merupakan wakil.dart :peildliqi.:J.1{~desaberdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetC}pk~ seSm-fi4emokratis.

12. Pemberdayaan Masywill<'J.ltPel3laadalah upaya mengembangkan
kemandirian dan1tesejal1t~.r;~8.rlm.asyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sik1:tp, .,'K~.terampil??, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memapfgatkan sumberdaya melalui penetapan
kebijakan, program, '~egiaia:rJ., dall ..pen0ainpingan yang sesuai
dengan esensi masalah'd~prioritas'kebutuhan masyarakat desa.

13.Reneana Pembangunan Jarig"[mMenengah Desa yang selanjutnya
disingkat RPJMDesa, ad~ah .rene ana kegiatan pembangunan desa
jangka waktu 6 (eria.fu.)tahun. '

14. Rencana Kerja I?ep:1erititah.. Desa yang selanjutnya disingkat
RKPDesa, adalah.p~nJa?araii '.dari rencana pembangunan jangka
menengah desajarigka 1 (satU)tahun ..

15. Rekening Kas Um.um Dfier,ah Yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah tempat penyirpPanan.uang<Daenlh yang ditentukan oleh
Bupati untuk menamPu,1"l~0seluruhpenerimaan daerah dan
membayar seluruh perigeh:l.i¥:~da,er,filidan Bank yang ditetapkan.

16. Rekening Kas DTsfiYang selanjutpyadisiIlg:Kat RKDadalah rekening
tempat penyimpanan: llang .Pemerintah j)esa yang menampung
seluruh penerim.a,an desa dan~digunC}kan.untuk membayar seluruh
pengeluaran desa p~da'Bank'~an~ditetapkan.

17.Anggaran pendaPfit~;dan;iBel~j~ Desa Yang selanjutnya disebut
APBDesa adalahrencana k~uanW;J.n.tal1UIlariP~merintahan Desa.

18. Peserta adalahkepala desadan'perangkat desa yang telah membayar
luran Jaminan Keseha.tan.

19. Jaminan kesehatanada,Jah j~ip~ perupa.perlin1ungan kesehatan
agar peserta meinperoleh,,"rr:1anfaat....•pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan. dalam. ,.m~IllellBhi'kebutuhan?asar kesehatan yang
diberikan kepada seuC}poranlS,yang telah membayar iuran jaminan
kesehatan atau iurapji'lmirii.lpkesehatannya dibayar oleh Pemerintah
Kabupaten Majalengka.

20.lumn Jaminan KesehatfiIl.~:yap.g-selanj:utnya disebut luran adalah
sejumlah uang yang diba)'arl{an secara teratur oleh Peserta dan
Pemberi Kerjauntuk.program.Jaminan' K:esehatan.

21. Pemberi Kerja adalah Pem~rii1ta.hJ)aerah Kabupaten Majalengka.
22. Hadan Penyelel1.gga,ia,J~i!ll;lP..SOl5ial.Kesehatan yang selanjutnya

disingkat BPJS K:eseliata.-rx.~datah;badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan'prograin.Jaminan Kesehatan.

2.Ketentuan Pasal 6
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2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal8

(1) ADD adalah sumber fiskal desa yang harus dimasukan dalam
APBDesa.

(2)Berdasarkan ketentuan pada ayat (1), maka be1anja desa yang
ditetapkan dalam APBDesa setelah diperhitungkan dengan ADD
adalah :
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran

belanja Desa digunakan untuk mendanai :
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja

operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga
dan rukun warga;

2. Pe1aksanaan pembangunan desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
4. Pemberdayaan masyarakat desa

b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran
be1anjaDesa untuk mendanai :
1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa
dan Perangkat Desa lainnya; dan

2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;

(3)Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diluar
pendapatan yang bersumber dari hasil penge10laan tanah bengkok
atau sebutan lain.

3. Diantara Pasal8 dan Pasal9 disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BABIVAyang
terdiri atas 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A,yang berbunyi sebagai berikut :

BABIVA
JAMINANKESEHATAN

Pasal8A

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan me1alui Jaminan Kesehatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib
didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai
ketentuan perundang-undangan.

(3) luran bagi kepala desa dan perangkat desa dibayarkan dengan
ketentuan:
a. empat persen dibayar aleh Pemberi Kerja;
b. satu persen dibayar oleh Peserta.

(4) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai
dasar perhitungan besaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
jaminan kesehatan.

(5)Mekanisme 7
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(5) Mekanisme pembayaran iuran jaminan kesehatan dihitung
berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran, sesuai
data kepesertaan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat
desa, yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara
Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan yang ditandatangani oleh
PPKDselaku BUDdengan Pejabat BPJS Kesehatan.

(6) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS
Kesehatan berdasarkan hasil usulan kebutuhan iuran jaminan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui penerimaan
yang bersumber dari penghasilan tetap.

(7) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan
melalui rekening BPJS Kesehatan.

(8) Berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),merupakan dokumen
pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan
keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan
pertanggungjawaban APBDes.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1)huruf a diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal10

(1) Penggunaan ADDuntuk penghasilan tetap KepalaDesa dan perangkat
desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diatur sebagai
berikut:
a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan
pemotongan untuk iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu
persen);

b. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai
NegeriSipil tidak diberikan penghasilan tetap;

c. Bagi Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil
tidak diberikan penghasilan tetap selama menjadi Penjabat Kepala
Desa.

(2)Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal17

(1) ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
disalurkan sesuai dengan ketersediaan dana pada kas daerah
danf atau paling lambat setiap 2 (dua) bulan sekali.

(2) ADDselain untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
disalurkan per triwulan atau 4 (empat) tahap dalam 1 (satu) tahun
anggaran.

(3)Kepala Desa 8
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(3) Kepala Desa menguslllkan p~rirlOl1?nl1l1peI1YaluranADDuntuk :
a. penghasilan tet~p f"Ilepal~des~ "aariperangkat desa paling lambat

tanggallO;
b. se1ain penghasilan.tetap-'~<Ep~a,"clesa,dan perangkat desa paling

lambat tanggal"lO ,setiairtriw-ularmya atau setiap tahapnya.

(4) ADD Sebagaimanadim~sp~Raa~13..Y~t~(2) disalurkan per triwulan
atauA (empat) tahap,denga.Q.f~et~Bm8.1l'se9ag~ berikut :
a. Tahap 1 (satu) palipg J~~15a9,p~I)J:9jranHfjl-dabulan Maret
b. Sahap II (dua) paling"laipb~t:'PYI15fllI"~"pa,c!abulan Juni;
c. Tahap III'(tiga)palinglanil?~B(PYIl(;~a.Jipadabulan September;
d. Tahap IV (empat) paling:la,rfipat'pencairan pada bulan Desember.

(5) Persyaratan PeJ:lyalpranpeJ:lgll~sil~ t:~tapkepala desa dan perangkat
desa sebagaimana diIll~suapa,daay~t(l) wajib diketahui Camat atas
kebutuhan penghasiliui tetap"1(~I>,a1a~,desadan perangkat desa pada
setiap usulan termasuk didalariinya pem6tongan sebesar 1 % untuk
iuran jaminan kesehatan.
(6) Penyaluran ADD selain pntukpenghasilan tetap sebagaimana

dimaksud ayat (2) untuk Tahap I, melampirkan persyaratan
sebagai berikut:

a. Surat pengantar Camat;
b. Permohonan peIlcairanA,nIldari Desa;
c. Rencana penggUna~:~ggarari'selama 1 (satu) tahun;
d. Lembar verifikasi KecaInEitaii;,
e. Surat pemyataap taiiggtlng jawab penggunaan. ADD dari Kepala

Desa diketahuiBPD; ",' ,
f. Fakta integritas;
g. Fotokopi suratkeputusaii" penga,ngkatan perangkat desa yang

dilegalisir oleh Kepala'Desa;
h. Fotokopi RKD;
1. RPJMDesa (khusus bagi kepala Desa baru ataujika terdapat revisi

RPJM Desa); "
J. RKPDesa tahun berjalan;
k. APBDes tahunberjalan; dan
1. Update dataprofilDes~t~lry.nbeIjflan.

(7) Penyaluran ADDseIairlui1tu~'perighasilan tetap sebagaimana
dimaksud ayat (2)untuk tahap 11,tahap IIIdah tahap IV, melampirkan
persyaratan sebagaiberikut:
a. Surat pengaIltarCillnat; ,
b. Permohonan pencaiI'ani\.BDdari Desa;
c. Laporan reali~~sipe'nggU~aaIlADDTahap I, tahap II dan tahap III;
d. Lembar verif&ashKecan1~tlU1;,
e. Update dataProfil Desa tl3JillIl.}),~Ijalan;dan
f. Rencana anggaran triwuIanU, tnwulan I!I,dan triwulan IV.

(8) Bentuk dan format dokume~sebagaimana di!llaksud ayat (6) dan
ayat (7) tercantum dalaml.a1npiran Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 9
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6. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) claw (2) dJhaPl1s ayat (3) diubah dan
penambahan i (satu) ayat; sehingga Pasal 19berbunyi sebagai berikut :

, Pasal19

(1)Dihapus.

(2)Dihapus.

(3) Pertanggungjawaban atas realisasi' dan penggunaan ADD oleh
Pemerlntah Desa disampaikan ,,~epacla ,Bupati melalui dinas yang
membidangi desa setiapakhir tahunctilggaraJ} dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan pertariggungjawaban realisasi APBDesa
dalam LPPD akhir tahun anggaran.

(4) Penggunaan ADD oleh Pemerintah, Desa dipublikasikan kepada
masyarakat melalui •.peIlYampilli.m'informasiyang seluas-luasnya dan
merupakan bagian tidak terpisa1:l,kan dari publikasi APBDesa.

7. Ketentuan Pasal 22 dan Pasal 221\ dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang~ Perturan
Bupati ini dengan penempatanriya dalani Berlta Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapk~ di.Majalengka
Pada tariggal 20 November 2021

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 20 November 2021
SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd

EMANSUHERMAN

BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2021 NOMOR62
Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALABAGIANHUKUM
SEKRETARIATDAERAHKABUPATENMAJALENGKA,

~-
H. DEDE SUPENANURBAHAR.,S.H., M.Si.
NIP. 19651225 198503 1 003
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PERATURANBUPATlMAJALENGKA
NOMOR 62 TAHUN 2021
TANGGAL 22 November 2021
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 23
TAHUN 2015 TENTANG ALOKASIDANA
DESA DI KABUPATENMAJALENGKA.

A. PERMOHONAN DESA

1. Surat Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa

KOPDESA

Nomor
Sifat

Lampiran
PerihaI

j jKec.
Biasa

Pennohonan Pencarran
PenghasiIan Tetap KepaIa Desa
dan Perangkat Desa Bulan

Desa Kec .

MajaIengka, .
Kepada:
yth. Bapak Bupati
MajaIengka
MelaIui:
yth. KepaIa DPMD
Kab.MajaIengka

di
MAJALENGKA

Sesuai dengan Peraturan Bupati MajaIengka Nomor Tahun .
tentang AIokasi Dana Desa Di Kabupaten MajaIengka dan Keputusan Bupati
MajaIengka Nomor Tahun Tentang ,bersama ini kami
sampaikan pennohonan pencarran penghasilan tetap kepaIa desa dan
perangkat desa untuk Bulan dan sekaligus untuk iuran jaminan
kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Jabatan Penghasilan luran Jumlah
tetap (Rp) Jaminan (Rp)

kesehatan
1% (satu
oersen) fRo}

1 2 3 4 5 6(4-5)
1 Mr. X KepaIa Desa 3.000.000,- 30.000,- 2.970.000
2 Dst ...

TotaI Xl X2

Dengau memperhatikan tabel tersebut diatas, maka kebutuhan
untuk penghasiIan KepaIa Desa dan Perangkat Desa Bulan Desa .
sebesar Rp. X2 (terbilang) sedangkan untuk kebutuhan iuran Jaminan
Kesehatan sebesar Rp. Xl (terbilang), selanjutnya dengan ini kami mohon
kiranya Bapak dapat menyaIurkan kebutuhan penghasiIan tetap kepaIa desa
dan perangkat desa sebesar Rp. X2 (terbilang)melaIui Rekening Kas Desa
dengan Nomor Rekening Atas nama Pemerintah Desa .

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih

Mengetahui,
Camat . KepaIa Desa .....
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2. Permohonan Pencairan ADDTahap I

KOPDESA

Permohonan Pencairan ADD
selain Siltap Tahap I Desa
........... Kec .

Nomor
Sifat

Lampiran
Perihal

I
Biasa

jKec.
Majalengka, .
Kepada:
yth. Bapak Bupati
Majalengka
Melalui:
yth. Kepala DPMD
Kab.Majalengka

di
MAJALENGKA

e agm e
No NamaDesa ADDdiluar/ selain Siltap Jumlah (Rp)

Tahap I (Rp)

I 2 3 4
I Desax ....... ...........

Total Xl

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun .
tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka dan Keputusan Bupati
Majalengka Nomor Tahun Tentang ,bersama ini kami
sampaikan permohonan pencairan ADD diluar j selain Siltap dengan rincian
s b . b rikut

Kepala Desa .....

Selanjutnya dengan ini kami mohon kiranya Bapak dapat
menyalurkan ADD selain siltap sebesar Rp. Xl(terbiZang)melalui Rekening
Kas Desa dengan Nomor Rekening Atas nama Pemerintah Desa .

Bersama ini kami lampirkan pula:
1. Rencana penggunaan Anggaran ADD se1ama 1 (satu) Tahun;
2. Surat Pertanggungjawaban mutlak penggunaan ADD;
3. Fakta Integritas;
4. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa dan perangkat Desa;
5. Foto Kopi Rekening Kas Desa;
6. RPJMDesa;
7. RKPDesa;
8. APBDesa Tahun beIjalan;
9. Update ProfIl Desa;
Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih

Mengetahui,
Camat .
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3. Permohonan Pencairan,ADD Uriful{Tahap II/III/IV

KORDESA"

Permohonan ,PenCairan ADD
Dilllar/ sel~',''Silt;p'Tahap
II/III/IV Desa Kec

Nomor
Sifat

LatIlpiran
Perihal

/
Biasa

/Kec.
Majalengka, .
Kepada:
yth. Bapak Bupati
Majalengka
Melalui:
yth; KepalaDPMD
Kab;Majalengka

di
MAJALENGKA

Kepala Desa .

>

, , ,Sesuai dellP::mgera1:uJ!an.~uPl.lp.':Ma.jalellgkaNomor Tahun .
tent::mg Alok;l.lsi[)@aDe~a. Di'i}l.l~paten;M~j~~ngka dan Keputusan Bupati
"Majalengka 'Nom9r :'~,.Tcwun ;.. Teiitang ,bersama ini kami
sampaikanperrrlohonan penccUran,'ADD\diluar / selain Siltap dengan rincian
sebagai berikut :

No Nama Desa ADD 'diluar /se1ain Jumlah (Rp)
Sil~ap T~ap II/III/rv
(Rp)

I 2 3 4
I Desax .......

Total " Xl

Selanjutnya de.ngan,'~'!<:aIl'li m.Oh9n kiranya Bapak dapat
menyalurkan ADDdill1ar/s~I~'silt~p,~ebesar 'Rp. Xl (terbilang) ~elalui
Rekening Kas Desa deilgan Nomoi",Rekening Atas nama Pemerintah
Desa ..... "

Bersamaini 'kC3.IJJi l~.pir~a:l pula:. '
1. R~ncan.a.;p~~WIii~~:Mggaran:ADDTahap II/III/IV;
2. LapOran ~eaIial:)l.lscli';PenggullaanADDTahap sebdumnya
3. Update Piofil.pe:'la; '.".,.'. •
Demikian citas p:erkenannyakami' sampaikan terima kasih

Mengetahui,
Camat.. .
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4. Rencana Penggunaan Anggaran ADD

KOPDESA

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN .

DESA KECAMATAN .

NO BULAN SILTAP PROPORSIONAL KET
(Rp) KEGIATAN Ro

1. Januari

dst. s.d Desember
Jumlah

Majalengka, .
Kepala Desa .
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5. Surat Pernyataan TanggUriro~w~b:Penggunaan ADD

SURATPERNYATA.ANTANGGUNGJAWAB

NOMOR: ./

yatig bertandatangan dibawahini :

/Desa

Nama
Jabatan : Kepala Desa .

KeclllIlatan Kab. Majalengka
Bertindak untuk dan atas nama: .
AlaIIlat : .

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggung jawab. p~nuh bailcsecara formcil dan material terhadap
penggunaan alokasi d~a ..desa tahurianggaran , sesuai dengan
Peraturan Bupatil\i[aj81engka.:Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Desa
Di Kabupaten Majalengka. '.

2. Bersedia diperiksa oleh lellibaga~.pengawasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Apabiladikemudial.'l hari diketah.uiit~~j~dipenyimpangan dalam penggunannya
sehingga menimbulkan~et:tigi~ d~sa.,..makasa)'"a bers~dia mengganti dan
menyetorkan.kerugiarrt~r~~lnltckyT~l{~ningKasde.;'3a serta bersedia menerima
sanksi sesuai peraturan perundang-undahga yangberlaku.

Demikian surat p~rn.Y"Cl.taan.ini.di1?':ll'l:tdenganpenuhkesadaran dan tanggung
jawab serta tidak ada paksaan dan piliak manapun.

MIijalengka, .

Mengetahui :
Ketua BPDDesa .

.•.•.•.•.••.•..•......................................

Kepala Desa .
Kecamatan .

materai

•. .
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6. Fakta Integritas

KOPDESA

FAKTAINTEGRITAS
BANTUANKEUANGANAPBDKABUPATENMAJALENGKA

Yang bertandatangan dibawah ini :
NaIIla .
Jabatan : Kepala Desa .

KecaIIlatan Kab. Majalengka
Bertindak untuk dan atas naIIla : .
AlaIIlat .

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalaIIl rangka memenuhi tujuan
transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Bantuan Keuangan untuk Alokasi
Dana Desa Tahun :

1. Bertanggungjawab penuh baik secara formal maupun materiil atas penggunaan
Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa tahun ..... yang diterima.

2. Akan menggunakan Bantuan Keuangan dimaksud sesuai dengan rencana
penggunaan yang telah disetujui.

3. MenYaIIlpaikan laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan .
4. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan
tanggungjawab serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui :
Ketua BPD Desa .

............................

Majalengka, .

Kepala Desa .
KecaIIlatan .

Materai

•. .
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B. PENGANTARCAMAT

1. Pengantar Camat Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa

KOPKECAMATAN

j jKec.
Biasa

Majalengka, .
Kepada:
yth. Bapak Bupati
Majalengka
Melalui:
yth. Kepala DPMD
Kab.Majalengka

pencairan
Tetap Kepala

Perangkat Desa

1 (satu) berkas
Permohonan
Penghasilan
Desa dan
Bulan .

Nomor
Sifat

Lampiran
Perihal

di
MAJALENGKA

Menindaklanjuti permohonan usulan pencairan penghasilan tetap
kepala desa dan perangkat desa di wilayah Kecamatan dan Sesuai
dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang
Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka serta Keputusan Bupati
Majalengka Nomor Tahun Tentang ,bersama ini kami
sampaikan permohonan pencairan penghasilan tetap kepala desa dan
perangkat desa Kecamatan untuk Bulan dan sekaligus
untuk iuran jaminan kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Desa Kebutuhan luran Jaminan Nomor
Siltap Bulan kesehatan 1% (satu Rekening
.......... (Rp) persen) Bulan

......... (Rp)

1 DesaX .......... .......... ..........
2 Dst...

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini pula kami
lampirkansurat permohonan pencairan penghasilan tetap kepala desa
dan perangkat desa dari masing-masing desa di wilayah Kecamatan .

Demikian atas perkenannya kamsi sampaikan terima kasih

Camat .

NIP .
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2. Surat Pengantar Camat Pencairan ADD selain Siltap

KOPKECAMATAN

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

j jKec.
Biasa
1 (satu) berkas
Permohonan pencairan
selain siltap Tahap .

Majalengka, .
Kepada:
yth. Bapak Bupati Majalengka
Melalui:

ADD yth. Kepala DPMD
Kab.Majalengka
di

MAJALENGKA

Menindaklanjuti permohonan usulan dari Desa terkait dengan
pencairan ADD selain siltap Tahap di wilayah Kecamatan .
dan Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun
...... tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka serta
Keputusan Bupati Majalengka Nomor Tahun Tentang
......... ,bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan ADD
selain siltap Tahap dengan rindan sebagai berikut :

No Nama Desa Kebutuhan ADD Nomor Rekening Kas Desa
selain Siltap Tahap
....... (Rp)

1 DesaX ....... .......
2 Dst ...

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami
lampirkan pula permohonan pencairan ADD selain siltap Tahap .
dari masing-masing Desa di wilayah Kecamatan .

Demikian atas perkenannya kamsi samapaikan terima kasih

Camat .

NIP .
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3. Lembar Verifikasi Kecamatan Tahap I

KOPKECAMATAN

LEMB~~~!$!.I']~~! KECAMATAN
PENCAIRANALOKASIDANADESATAHAPI TAHUN .

DEsk........... "

NO DOKUMEN --SESUAI TIDAK KET
SESUAI

1 Permohonan Pencairandari-Desa.
2 Rencana ".Petiggunaan Anggaran

selama 1 (Satdf tclhun
,-

3 RPJMDesa
4 RKPDesa
5 APBDesa
6 Surat pemyataan tanggungjay.'ab

penggunaan ADD dari Kepala
Desa yang diketahui Ketua BPD

7 Fakta Integritas
8 Fotocopy Surat Keputusan

pengangkatan Kepala Desa dan
Perangkat Desayang,dile~a1isir

9 Fotocopv RekellingKasDesa .
10 Update Profile Desa

Mengetahui,
Camat .

Majalengka, .
Verifikator,
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4. Lembar Verifikasi Kecamatan Uhtuk TahapII/IIIjIV

KOP KECAMATAN

LEMBARVERIF'~:I0SIJ(ECAMATAN
PENCAIRANALOKASIDANA.DESA TAHAPII/III/IV TAHUN .

DESA .

NO DOKUMEN SEBUAI TIDAK KET
SEBUAI

1 Permohonan Pencairan
dati Desa

2 Laporan realisasi
penggunaan Alokasi
Dana Desa Tahap
sebelumnya

3 Rencana Anggaran untuk .

Tahap II/III/IV .
4 Update ProfIle Desa

Mengetahui,
CarnaL .

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 20 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

Majalengka, .
Verifikator,

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 20 November 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

EMAN.SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

~-~
H. DEDE SUPENA NURBAHAR., S.H., M.Si.
NIP. 19651225 198503 1 003
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